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Kerangka liberalisasi perdagangan komoditi pertanian dalam konteks World Trade Organization (WTO)
tertuang dalam Perjanjian Umum Bidang Pertanian atau Agreement on Agriculture (AOA). AOA adalah
salah satu perjanjian internasional WTO yang dihasilkan melalui serangkaian perundingan dalam Putaran
Uruguay dari General Agreement on Tariffsand Trade (GATT). Perjanjian ini diberlakukan bersamaan
dengan berdirinya WTO padatanggal 1 Januari 1995 yang terdiri atas 13 bagian dengan 21 Pasal yang
dilengkapi dengan 5 Pasal Tambahan (Annex) dan satu lampiran untuk Annex ke-5. Adapun AocA memiliki
tiga pilar utama yaitu perluasan akses pasar, dukungan domestik serta subsidi ekspor. Melalui Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi ketentuan-ketentuan WTO dimana WTO
mewajibkan negara-negara anggotanya untuk menyesuaikan aturan-aturan yang termuat dalam Annex
WTO. Salah satunya adalah aturan-aturan kebijakan pangan Indonesia yaitu melalui Undang-undang Nomor
7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang K etahanan Pangan.
...... Framework of agricultural trade liberalization in the context of World Trade Organization (WTO)
General Agreement set out in the field of Agriculture or the Agreement on Agriculture (AOA). AOA isone
of the international treaties that are generated through a series of WTO negotiationsin the Uruguay Round
of General Agreement on Tariffsand Trade (GATT). Pact is applied simultaneously with the establishment
of the WTO on January 1, 1995 which contained 13 parts and 21 Articles which is equipped with 5 Annex
and an appendix to the Annex 5. The AoA has three main pillars, namely the expansion of market access,
domestic support and export subsidies. Through Law No. 7 of 1994, Indonesia has ratified the WTO
provisions which obliges WTO member states to adapt the rules contained in Annex WTO. One of them is
the rules of the food policy Indonesiathrough Law No. 7 of 1996 concerning Food and Government
Regulation No. 68 of 2002 on Food Security.
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